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Dalam tatanan berbangsa dan bernegara perlu adanya hubungan antar negara yang
berdaulat sebagai bagian dari hubungan internasonal. Negara-negara mengadakan
hubungan yang didasarkan atas kepentingan nasional masing-masing yang diwakilkan
oleh para perwakilan diplomatik.

Pasca terbentuknya Persatuan Bangsa-Bangsa, hukum diplomatik dan konsuler
berhasil dikodifikasi menjadi dua perjanjian: Vienna Convention on Diplomatic
Relations 1961 dan Vienna Convention on Consular Relations 1963.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang pejabat diplomatik mendapatkan
hak-hak istimewa dan kekebalan terhadap urusan diplomatik, hak hak istimewa dan
kekebalan yang berkaitan dengan personil diplomatik dari berbagai jenis tumbuh
sebagai konsekuensi dari kekebalan hukum dan kemerdekaan serta kesetaraan negara,
dan sebagai kebutuhan penting dari sistem Internasional.

Masalah dari begitu banyak orang yang menerima hak istimewa dan kekebalan adalah
kemungkinan penyalahgunaan yang tinggi. Penyalahgunaan yang muncul adalah
berbagai kejahatan yang dilakukan oleh para diplomat, staf maupun keluarganya.
Mereka kebal dari hukuman lokal dan tampaknya berada di atas hukum setempat.
Meskipun konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik memberikan pemulihan
bagi para diplomat, staf, dan keluarga yang menyalahgunakan jabatannya, hal itu
terkesan belum cukup. Berbagai kasus pelanggaran terkait penyalahgunaan hak
kekebalan terjadi.

Kekebalan diplomatik bersumber pada Hukum Internasional, maka yang memiliki hak
tersebut merupakan subjek hukum internasional. Namun, saat ini wakil diplomatik
bukanlah subjek hukum internasional, melainkan alat perlengkapan Negara, negaralah
yang berperan sebagai subjek hukum internasional. Dengan demikian Negara
pengirim yang merupakan instansi yang dapat dan atau berwenang untuk melepaskan
dan atau menanggalkan kekebalan diplomatik tersebut dan juga bertanggungjawab
atas setiap kesalahan yang dilakukan perwakilannya selama masa penugasan.

Menjadi dilema besar bagi para Negara penerima perwakilan diplomatik dalam
menegakkan keadilan bagi warga negaranya yang menjadi korban dan hal ini juga



dapat mencerminkan ketidakmampuan sebuah negara untuk mengadili pelaku
kesalahan yang disamarkan di bawah jubah kekebalan diplomatik yang ketentuannya
terdapat pada Konvensi Wina 1961 sebagai hukum internasional dimana hampir
semua negara meratifikasi Konvensi tersebut.

Dalam hal ini, juga terjadi pertentangan antara hukum internasional (Vienna
Convention on Diplomatic relations 1961) dengan hukum domestik, saat pejabat
diplomatik ataupun orang-orang yang sesuai ketentuan konvensi mendapatkan
kekebalan telah melakukan pelangggaran hukum di negara penerima.
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ABSTRAK

Kasus penyalahgunaan kekebalan oleh anggota keluarga pejabat diplomatik
Anne Sacoolas, istri seorang diplomat Amerika, mengalami kecelakaan dengan
remaja Inggris Harry Dunn di Croughton. Kecelakaan itu mengakibatkan kematian
Harry Dunn. Berdasarkan fakta bahwa Polisi Setempat memutuskan Sacoolas
bersalah atas kejadian tersebut. Namun, Ny Sacoolas melarikan diri ke Amerika
Serikat dan mengklaim kekebalan diplomatik. Menurut Pasal 37(1) Konvensi Wina
1961, anggota keluarga diplomat menikmati kekebalan diplomatik yang tercantum
dalam Pasal 29 sampai 36 Konvensi Wina 1961, termasuk di dalamnya kebal terhadap
yuridiksi pidana negara penerima.

Konvensi Wina tahun 1961 yang menjadi norma hukum utama yang mengatur
hubungan diplomatik tidak mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan kekebalan
diplomatik. Oleh karena itu, muncul pertanyaan hukum sejauh mana kekebalan
diplomatik dapat diterapkan pada anggota keluarga, bentuk pertanggungjawaban
Negara Pengirim Perwakilan Diplomat atas penyalahgunaan kewenangan yang
dilakukan pejabat diplomatnya, dan penegakan pada kasus yang menyebabkan terjadi
pertentangan antara hukum internasional dengan hukum domestik. Penelitian hukum
yang digunakan bersifat normatif melalui pendekatan perundang-undangan, hukum
dan berbasis kasus.

Hukum diplomatik diatur oleh perjanjian internasional dan komitmen
pemerintah yang mengatur konsekuensi hukum bagi diplomat, termasuk sanksi yang
diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961. Ada beberapa pasal yang dapat digunakan
sebagai upaya hukum terhadap negara penerima, antara lain Personal Non Grata,
penanggalan kekebalan diplomatik dan penarikan kembali atau pemecatan perwakilan
diplomatik. Tanggung jawab kepada negara pengirim dapat berupa permintaan maaf
resmi atau jaminan bahwa pelanggaran tidak akan terulang kembali. Perbuatan
pejabat yang berwenang tersebut dapat mengakibatkan kerugian materil, sehingga
penerima berhak menuntut ganti rugi materiil kepada pengirim. Dalam kasus tersebut,
kedua negara memilih opsi untuk pengesampingan kekebalan dan keistimewaan
anggota keluarga pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum di negara
penerima agar dapat menjali hukuman atas perbuatannya.

Kata kunci (keyword): Anggota Keluarga Pejabat Diplomatik, Penyalahgunaan
Kekebalan Diplomatik, Pertanggungjawaban Negara
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